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+© . ABSTRAK

Dewasa ini, seiring dengan semakin meningkatnya jumiah penduduk di
- Kkota-kota besar di Indonesia, khususnya di :Surabaya, kebwtutiari akan tempat
tinggal semakin meningkat. pula. Sayangnya, hal ini menimbulkan syaty efek
_ samping berupa semakin meningkatnya - pelanggaran  hukum  terkait  Izin
Mendirikan Bangunan. Dalam buku ini akan dibahas mengenai pelanggaran Izin
Mendirikan Bangunan yang amat .jarang dibahas, bahkan jarang disadari oleh
. masyarakat, yakni terkait dengan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang
berupa pembongkaran liar atas bangunan yang telah ada.

Dalam kegiatan pembongkaran atas bangunan yang telah ada, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, d:waulbkan untuk memiliki izin, dalam
hal ini berupa Izin Mendirikan Bangunan. Namun demikian, banyak dari
masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kegiatan membongkar bangunan yang
telah ada memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.

Kata Kunci : Jzin, Pembongkaran Liar, Penegakan Hukum.

ABSTRACT -

Recently, in line with the growth of the population of the big cities in
Indonesia, especially in Surabaya, the need of shelter is also increasing,
Negatively, this phenomenon creates q side effect on the breaach of the
Construction Permit Law. Inside this book, the writer.will explain abowt a breach
of the Construction Permit Law that rarely get explained, even rarely get no;iced
by society, namely the breach of the Construction Permit Law in an unpermitted

demolition qf an existing building.
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In a demolition of an exsisting building, in accordance to the law, is
required to have a permit, i.e. Construction Permit. However, many of the society
members doesn’t know that a demolition of an existing building require a

Construction Permit.

Keywords:  Permir, Unpermitted Demolition, Law Enforcement.
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BAB1

PENDAHULUAN .
1. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintahan memiliki dua pengartian, yakni dalam pengartian “fungsi
pemerintahan”, dan dalam pengartian  “organisasi, . pemerintahan”. Hal ini
dil‘mgkapk'anfoleh Phi!ipps Mandiri ﬂadjgn .dalam. bukunya', disertai -dengan

penjelasan bahwa pemerintahan dalam pengartian “fungsi, pemerintahan™ adalah
terkait dengan suatu kegiatan memerintah, sedangkan pemcrintahan.:dalam
pengartian “organisasi pemerintahan™ adalah terkan dengan kumpulan dari
kesatuan-kesatuan pemermtahan ‘ '

Menurut A.M. Donner dalam bbukunyaz menyatakan .bu.h.wa terdapat empat

macam bentuk / fungsi penguasa, yakni:

a. Pemglihm ketertiban;
_b. Pengelola Keuangan,;
c. Tuan Tanah; dan

d. Pengusaha.

Salah satu bagian dari fungsi penguasa sebagai pemelihara. ketértiban

adalah dengan terikatnya beberapa kegiatan atau kedaan Jada suatu perizinan,

Phlhpus M. Hadjon, et. al., Pa:gantar Hukum Administmsi Indonesia, Cet.
111, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994; h.6. -

? AM. Donner, Nederlands Bestuursrechs, Cet. V, Alphen aan den Rijn,
Nederland, 1987, h. 15-17. :
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